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KATA PENGANTAR

Buku i berjudul “SINGLE BAR, Standar Profesi Advokat
yang Tunggal”. Sekalipun profesi Advokat di Indonesia belum
sampai di sana, masih proses menuju ke sana yakni adanya stan-
dar profesi yang tunggal. Oleh karena itu, setidaknya buku ini
akan menunjukkan apa yang seharusnya dilakukan supaya pro-
fesi Advokat sampai dan bahkan lebih cepat sampai pada standar
itu sekaligus sebagai Nobile Officium. Artinya Profesi Advokat
adalah Nobile Officium sudah sungguh menjadi kenyataan, bukan
klaim.

Jika menelisik realitas hari ini, peran Organisasi Advokat
(“OA”) yang tugas utamanya melayani advokat, mulai sebagai
calon advokat hingga sampai advokat yang bersangkutan telah
melayani masyarakat, menjadi sangat penting. Apalagi jika di-
hubungkan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Poli-
tik, Hukum dan Keamanan, Prof. Mahfud MD bahwa “Hukum di
Indonesia kerap dijadikan sebagai industri,” Industri maksud-
nya penyelewengan. Tentu tidak terkecuali advokat adalah bagian
daripadanya. Oleh karena itu, perlu bagaimana menghindari
setidaknya meminimalisasi agar advokat tidak menjadi bagian
industri itu.

Mengapa demikian, karena pada dasarnya OA menjadi oto-
ritas terlaksananya kode etik dan pada saat yang sama bertujuan
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meningkatkan kualitas profesi advokat. Selain itu, integritas me-
rupakan bagian sumpah profesi advokat. Secara normatif hal inj
sudah dinyatakan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2003 ten-
tang Advokat (“UU Advokat”) dan KEAI. Secara operasional ke-
mudian hal-hal ini telah dijabarakan lebih lanjut dalam Anggaran
Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PERADI. Oleh karenanya
PERADI sebagai OA secara kelembagaan harus memiliki visi,
misi dan program yang menjabarkan dalam berbagai kegiatan-
nya agar tujuan itu dapat tercapai. Secara konkrit oleh karena itu
dalam periode kepengurusan sekarang, PERADI telah menuang-
kan hal ini dalam “Pokok-Pokok Haluan Program 2020-2025.
Secara serentak diharapkan semua stake holder di PERADI baik
pengurus cabang, bidang dan anggota mengacunya pada saat
yang sama sebagai panduan untuk sasaran yang satu, yaitu me-
ningkatnya kualitas profesi advokat di Indonesia dan berdasarkan
standar profesi yang satu.

Buku ini dibagi dalam tiga bagian, bagian pertama meru-
pakan Prolog yang mendeskripsikan bagaimana advokat dulu
berorganisasi dan menjalankan profesinya serta dengan tokoh-
tokohnya. Bagian kedua merupakan “Bunga Rampai” tulisan Ad-
vokat Peradi dengan judul, gaya dan pendekatan yang berbeda-
beda tapi merupakan refleksi pengalaman empirik dan evaluasi
masing-masing penulisnya sebagai advokat. Bagian ketiga Epi-
log merupakan proyeksi ke depan bagaimana harus menjalankan

OA supaya profesi advokat itu lebih cepat bisa menjadi Officium

Nobile.
Sebagai informasi, bunga rampai buku ini bersumber pada
lomba karya tulis PERADI pada tahun 2021. Oleh karena itu pada
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tempatnya menyampaikan apresiasi kepada [fdhal Kasim, S.H.,
LL.M., dan M. Daud Berueh, S.H., yang telah membaca tulisan-
tulisan dari peserta lokakarya dan memberikan komentar sebe-
lum diterbitkan. M. Daud Beureuh membuat ringkasannya yang
masuk pada bagian satu Prolog. Ucapan terimakasih yang sama
juga disampaikan pada Andriani Navies, S.H., M.H. dkk, sebagai
panitia dalam lomba karya tulis itu.

Tulisan para advokat yang disajikan dalam bagian dua dalam
bentuk Bunga Rampai sepenuhnya menjadi tanggung jawab para
penulis. Karena tulisan disajikan as is; tanpa editan pada materi.

Akhir kata editor mengharapkan kritik dan masukan yang objek-
tif, karena tidak ada gading tak retak.

Jakarta, Juli 2022

Dr. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL. M.
Ketua Umum DPN PERADI
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an Kehormatan Bersamg
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Dt;\dvokat Berintegritas dan
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Anti Korupsi

Urgenst
wujudk

Oleh

Musa Darwin Pane

.\h“;f“k ini bertujuan untuk mengetahui bagimana
Penciitian

fungsio.
<asi hukum dalam menyelesaikan persoalan Organisas; Yang
nahgi:h dan bagaimana model organisasi yang sebagaj ¥a yang
Eikan solusi dalam perpecahar_l 'organis'fls? advokat, Penelitian
ini menggunakan metode penehtlan. ?,rundls DOrmatif. dengy,
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Berdasarkap hasil pe.
nelitian menunjukan bahwa kedudukan Organisasi advokat san-
gat penting sebagai wadah dalam peningkatan kualitas advokat
melalui pengawasan dengan tujuan

untuk meningkatkan kualjizs
profesi advokat. Namun, saat inj

organisasi advokat belum op-
timal menjalankan fungsi dan tugasnya dj

Organisasi-organisasi advokat yang te
tersebut, maka penulis be

berintegritag dan anti korupsi.

: : .  aci Advokil
Kata kunci; F ederation of bar association, Organisasi, Advok

A, l;atar Belakang Masalah ) Undand
Sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3
Undang Dasar 1945

agle

; kgga
: : ik jaminal
, dimana setiap orang memiliki jal

77 aydl
2 . asal =5
"4an di depap, hukum sebagaimana dimaksud pada P
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(1) UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan ad-
vokat sangat penting kedudukannya dalam rangka memberikan-
jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pentingnya
kedudukan advokat juga di kuatkan sebagai catur wangsa dalam
sistem peradilan pidana di Indonesia. Profes; advokat saat ini
diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, di mana advokat dinyatakan sebagai penegak hukum

yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum d

an peraturan
perundang-undangan.

Keberadaan organisasi advokat sebagai wadah profesi yang
dibentuk sesuai dengan undang-undang dalam rangka meningkat-
kan kualitas profesi advokat. Di mana dalam UU advokat tersurat
dengan jelas bahwa di dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat di-
sebutkan bahwa organisasi advokat merupakan satu-
dah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dib
dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud tujuan un-
tuk meningkatkan kualitas profesi advokat”. Dari kalimat tersebut
yang menyatakan “satu-satunya” bermakna tunggal artinya UU
advokat menganut single bar system, namun dalam tataran prak-
tiknya banyak kita Jumpai organisasi advokat yang lahir. Di mana
diketahui saat inj Jumlah organisasi advokat yang ada di Indone-
Sia yaitu sebanyak lebih kurang 40 organisasi advokat. Dengan
tidak optimalnya pengawasan terhadap organisasi advokat tidak
Mmenutup kemungkinan potensi atas terjadinya tindak pidana ko-
Tupsi yang dilakukan oleh advokat ataupun sebagai saluran yang
mewujudkan terjadinya korupsi.

Berdasarkan hal tersebut maka ketentuan Pasal 28 ayat (1)
Uu Advokat tidak terimplementasi dengan baik. Namun hal terse-
but Sehyatanya tidak dapat kita paksakan untuk tetap memaksakan
Model single bar system jika tidak dapat diimplementasikan dar?
Menjadi bulan-bulanan. Justru sepatutnya harus segera mencari
Solusi yang terbaik untuk menyatukan advokat dalam satu wadah

Satunya wa-
entuk sesuai

207



ari model lain yang lebih sesuai mengingag huhwu ke.
dan mem,m; rserikat dan berkumpul, nu:n}.zcllmrkm,
merdekaan bers -
tercantum di dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 |

t Dari uraian latar belakang 1%‘“"‘3"“"~ maka Y““g menjag; Pergg,
alan yaitu bagimana tungsionalisasi hukum dt-alum mcnyucsaikan
;\elm;;ll;111 organisasi yang tt‘-l‘DCC'lllh ‘.‘“" bagﬂm;‘lana Mode| Organ.
isasi vang scbagaiknya yang dijadikan solugi dalam Petpecyy
an or:ganisasi advokat. Berdus.arka.n rufn}mun Masalah lcrs(:hm,
maka yang menjadi tujuan dari tulisan @ umumnya Yyaity untyj
mengetahui bagaimana solusi yang sebaiknya diambj| dalam p, -
nyelesaikan masalah organisasi advokat.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam
dis normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan Perpaduap
antara statute approach, comparative approach, dap historicq)
approach, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analigig Jenis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah datg sekunder,
dengan metode pengumpulan data yang digunakan yaity studi ke-
pustakaan, yakni pengumpulan data dengan cara membaca dap
mengkaji buku-bukuy, jurnal, artike] d

an penelitian terdahuly yang
diperoleh dari kepustakaan dan internet yang mempunyai kore-

lasi dan relevan dengan permasalahan yang dikaji.

penelitian inj adalah yy ;.

C. Hasil dan Pembahasanp

L. Fungsionalisasj Huku

m dalam Organisasi Advokat
S

€cara garis besar sebg

gaimana ketentuan dalam un‘;ﬂ';i
1 d
undang Advokat, fungsi dan peranan advokat antara lain s¢
berikut;!s4
_\\_

pestd.

1 1ndo
154 Mansyr, M. (2019). Peran Advokat Dajam Pembangunan Hukun
Widya Yuridikg. Jurnal Hulum, (2). Him. 63.
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b}

b

1

&)

Q)

9)

10)
1)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

MM‘I\““{“@N‘\ Hak-hak Asast Manusia dan Negara Hu-
st fdonesia,

Vielaksanakan Node Bk Advokat.

aemegang teguh sumpah advokat datam rangka menegak-
Lan hukum, keaditan, dan kebenaran.

Neniuniung tingel serta: wmengutamakan idealisme (nilai
Readilan, kebenaran, dan moralitas).

Melindungt dan memelihara kemandirian, kebebasan. dera-

rat dan mattabat advokat,

Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat ter-
hadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (con-
arwows legul education) untuk memperluas wawasan dan
.

Memelihara Kepribadian advokat karena profesi advokat
merupakan protest yang terhormat (officium nobile).
Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan te-
man sejawat.

Memberikan pelayanan hukum (legal service)

Memberikan nasihat hukum (legal advice)

Memberikan konsultasi hukum (legal consultation)
Memberikan pendapat hukum (legal opinion)

Memberikan informasi hukum (legal information)
Membantu menyusun kontrak-kontrak (legal drafting)
Membela kepentingan klien (litigation)

Mewakili klien di muka pengadilan (legal representation)
Memberikan bantuan hukum dengan Cuma-cuma kepada
masyarakat yang lemah dan tidak mampu (legal aid/pro
bono publico).

209



vanisasi ndvokat memiliki funpsi d""““"ill'lyu;w.
sementara Organisa
Sementara O

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
R)

Pasal 29 UU Advokat Bab X tentang Org
negaskan bahwa;

1

2)
3)

4)

3)

6)

Vokay Jurng| H

Menyelenggarakan pendidikan khusus profes; advokag
Mcnvwlcnggurnkun ujian advokat, ”

r\’lm\'gnngknl advokat yang telah lulus ”".lm“ advokat,
Menvusun Kode Etik Advokat Indonesin

Mcn;hcmuk Dewan Kehormatan Advokat:

Membentuk Komisi Pengawas Advokat:

Melakukan pengawasan terhadap advokat; dan
Memberhentikan advokat,

anisasi Advokat me.

Organisasi Advokat menetapkan dan me
profesi advokat bagi para anggotanya,

Organisasi Advokat harus memiliki b
Salinan buku daftar anggota seba

(2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri,

Setiap | (satu) tahun Organisasi Advokat melaporkan per-

tambahan dan/atay Perubahan jumlah anggotanya kepada
Mahkamah Agung dan Menteri,

Organisagi Advokat me

njalankan kode etik

uku daftar anggota.
gaimana dimaksud pada ayat

Magang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
g

Kantor advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) we-
Jib memberikan Pembimbingan, pelatihan, dan kesempatas
Prakiik bagi calon advokat yang melakukan magang

et Ad
N h
Permen . | am prof¢
rmenri Omor 5 Tahun 2019 Tentang Progra

€chis, 3 (1), Hlm, 86,

Stekdikti N

thum Staat
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v

Kewajiban advokat dan organisasi advokat kepada masya-
rakat adalah menjaga agar mereka yang menjadi anggota profe§1
advokat selalu harus mempunyai integritas pribadi dan bersedia

menyingkirkan mereka yang terbukti tidak memenuhi syarat-
syarat sebagai advokat.'s¢

Selanjutnya bahwa fungsi advokat dalam penegakan sistem
hukum mempunyai peran yang sangat penting. Melalui jasa hu-
kum yang diberikan advokat menjalankan tugas profesi demi
tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pen-
car1 keadilan. Peran advokat dilakukan baik di dalam maupun di
luar pengadilan. Di dalam Pengadilan, advokat merupakan salah
satu unsur sistem peradilan demi terciptanya proses peradilan
yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip due pro-
cess of law. Sedangkan di luar pengadilan advokat memberikan
jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak serta melakukan
aktivitas yang meningkatkan keberdayaan hukum masyarakat.!s’

Berkenaan dengan hal tersebut, saat ini terdapat kurang le-
bih sebanyak 40 organisasi advokat. Dj mana organisasi advokat
memiliki kewenangan untuk mengangkat advokat yang telah lu-
lus ujian advokat, yang mana berdasarkan Putusan Nomor 101/
PUUVIL/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 menegaskan bahwa
Pasal 4 ayat (1) UU Advokat adalah konstitusional sepan; ang fra-
sa “di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hu-
kumnya" harus dimaknai sebagai kewajiban yang diperintahkan

156 Muchamad Chakim, S. H., & Marjan Miharja, S. H. (2019). Eksistensi Pasal 28
Ayat I Undang-Undang Advokat: Pasca Diterbitkannya Surat Ketua Mahkamah
Agung Nomor: 073/Kma/Hk. 01/Ix/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
112/Puu-Xii/2014 Dan Nomor: 36/Puu-Xiii/2015. Cv. Penerbit Qiara Media. Him.

24.

Rozi, M. M. (2017). Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem

1 Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
B Advokat, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 1(2), Him. 34.

157
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untuk dilaksanakan oleh Pengadil -
oleh thmda|1g-Unda:ggadilan tinggi untuk mengambll Surr.l
maka kewajlbil?eadvokat tanpa memperhatikan organi
haialt’y:?: s(:;t ini secara de facto ada.'s
vVOKa

Tinggi
Pah ter.
Sasi aq.
an hal tersebut, maka penuylis berpandangan
Berkenaan.def.lianya organisasi-organisas; advokat didagay.
e ala;:;idr:;indalam konstitusi sebagaimang
kan atas

a\.

ang Hak Agyg;
1a. Menurut Jimly Asshiddiqie, kebebasan berserikat haryg
Manusia.

jamin dalam konstitusi karena merupakan salah Satu benty .
duar;un'ghzs yang bersifat fundamenta] dan melekat dalam pe;
tural ri

1945 Pada tah

ditentukan dal
kan,

. . d tegas
un 2000, jaminan konstitusional dimaksud teg

am Paga] 28E ayat (3) UUD 1945.l:f€:nlg)erkmnp o
“Setiap Orang berhak atag kebebasan berserikat,

an
isasi Advokat Dalam Rancn8 \
158 Suhayati, M, (2017), Pengaturan Sistem Organisasi

200.
18 Tabutt -
mor
Tentang Perubahan Undang-Undang No cangad
Tentang Advokat. 4jian, 20(4), Him. 319.
Suhayati, M. (2017
Undang-

B
' okat Dalam Raﬂp 2003
)- Pengaturan Sistem Organisasi Adv

159

18 T
Nomor

n

Undang Tentang Perubahan Undang-Undang

- Kajian, 20 (4), Him. 322.
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§ s€-
n demikian vubD 194

" = - " ATy £
dan mengeluarkan pendapat™. Denga bebasan untuk

cara langsung dan tegas memberikan jaminan kt .bebasan
derserikat atau berorganisasi (fivedom of association), - ks
berkumpul (feadom of assembly), dan kebebasan mt?nyﬂlﬂ
pendapat (freedom of expression), tidak hanya bagi SCllﬂ.P warga
negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang yang artinya ter-
masuk juga orang asing vang berada di Indonesia.'®®

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis berpandangan bah-
wa advokat perlu dipahami sebagai officium nobile maupun no-
bile officium yakni sebagai profesi yang terhormat dan terhormat
profesinya, itulah yang scharusnya menjadi hal utama. Selain itu
pembentukan Dewan Kehormatan Bersama menjadi penting, di
mana hal ini merupakan langkah kongkrit dan strategis dalam
meningkatkan standarisasi kualitas profesi. Dewan Kehormatan
mi merupakan lembaga atau badan yang dibentuk oleh organi-
sasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi
pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya oleh ad-
vokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap
advokat yang diduga melanggar kode etik. Melalui pembentuk-
an Dewan Kehormatan tersebut, tidak boleh advokat sesuka
hati pindah dari organisasi advokat yang satu kepada organisasi
advokat yang lain. Hal ini bertujuan agar pengawasan dan pe-
nindakan terhadap advokat yang tidak baik dapat berjalan dengan
sesuai dengan kode etik advokat. Pembentukan Dewan Kehor-
matan Bersama ini merupakan hal yang sangat memungkinkan
dan strategis terhadap jawaban atas persoalan organisasi advokat
yang terjadi. Sebagai contoh keanekaragaman organisasi advokat

160 Samo, S. S. M., (2018). Organisasi Advokal Dan Urgensi Poran Pemerintal
Dalam Profesi Advokat, JurnalKonstitusi, 14(3), Hlm. 517.
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ada system one man one vote (OMOV) dalam ke.

at dilihat p .
dapa h naslonal-m

giatan musyawarad

2. Model Organisasi dalam Organisasi Advokat

. Advokat adalah salah satu unsur utama yang mendukung
perlindungan hukum bagi masyarakat. Advokat dalam Sistem
peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supre-
masi hukum dan hak asasi manusia. Advokat merupakan profes;
yang memberi jasa hukum, di mana saat menjalankan tugas dap
fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat
hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas namg klien-
nya. Dalam menjalankan tugasnya, advokat-advokat diwadah;
oleh suatu organisasi advokat yang didirikan dengan tujuan me.
ningkatkan kualitas profesi Advokat. Dasar pendirian organisas;

advokat adalah Undang- Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang
Advokat,

Suatu organisasi bisa dikatakan bajk apabila organisasi terse-

but dan Organ-organnya dapat menjalankan fungsi dan perannya
sesuai dengan apa yang di

gariskan maupun yang diatur oleh
Unda.ng

-undang yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-
undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat termasuk anggaran
dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik advokat yang
melekat pada profesi tersebut.!62

Akibat baﬂyaknya organisasi profesi advokat yang diakui sah
keberadaannya oleh

Pemerintah, berdampak pada adanya peluané
\‘_——_

161 :
hMusa‘/Darwm Pane, Munas Bersistem OMOV, Solusi Kongkret Perd
pS:/iwww, “kmﬂonline.conﬂberita/baca/ltSeﬂbl9e43785/musa-d3“"'
“Munas-bers;

. tangé
~OmoV-- solusi-kongkret-peradi-solid/, diakses pas
November 2021 .
nggd"

162 Seg 2
i:::wa“ H. 2018), Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penzy "o Tentadh
b idikan Advokat Suaty Kajian Permenristekdikti No. 3 Tahunlm 262-263.
Bram Profeg; Advokat (Ppa). Jurnal Usm Law Review, 2 (@) B

di Sofid.
in-panc

214




advokat yang melanggar kode etik profesi, bahkan mrut me;la:z-
kan perbuatan melawan hukum. yang kemudian berpikir, to .
dai kata saya melanggar kode etik, maka saya akan keluafmdar'
organisasi yang satu dan masuk ke organisasi yang lainnya.

Berkaca dari terjadinya perpecahan advokat, mengakibatkan
Organisasi Advokat tidak lagi mendapat legitimasi di kalangan
penegak hukum lainnya karepa dianggap tidak mampu mandiri
dalam mengurus dan menjalankan organisasinya dengan baik.
Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia sebagai organisasi
yang independen/mandiri dan bebas dari campur tangan pemerin-
tah seharunya bertanggung Jawab penuh dalam menjalankan roda
organisasi yang dijamin oleh undang- undang, !¢

Perselisihan mengenaj status sistem organisasi single bar
System atau multi bar system telah dj putuskan oleh Mahkamah
Konstitusi, yang terbary telah diputuskan dalam Keputusan MK

No. 35/PUU-XV1/2018 tanggal 28 November 2019 Namun da-
lam putusan tersebut pun tidak den

gan tegas menunjuk bahwa
PERADI sebagai satu-

satunya organisasi advokat karena ada poin
pening dalam putusan tersebut yang menyatakan bahwa khusus

kewenangan penyumpahan atau pengangkatan advokat, di masa
mendatang organisasi-organisasi advokat selain PERADI, harys
S¢gera menyesuaikan dengan organisasi PERAD] sebagai satu-
satunya wadah profesi advokat yang melekat delapan kewenan-
gan termasuk kewenangan pengangkatan advokat. Penegasan MK
ini tidak terlepas dari keinginan kuat untuk membangun marwah

163 Lusia Sulastri, S. H., & Wibowo, K. T. (2021). Merajut Sistem Keorganisasian
Advokat Di Indonesia. Gracias Logis Kreatif. Him. 8. |

164 Hutabalian, M., & Editya, M. F. (2021). Tinjavan Hukum Tm Dualisme
Kepengurusan Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia {Peradi) Berdasarkan
Uu No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum,
2(1), Him. 14,
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Federation (federal association) onsep multi bar.
Sistem ini merupakan pengembangan dari kol?‘ p' negara
Pada sistem ini seluruh advokat yang ada & Suat.u ang di
akan bergabung dalam federasi organisasi .':ldVOl(E.lt, ya »
tingkat nasional membawahi seluruh organisast (CrS® l(11
Dalam sistem in;, biasanya anggota profesi terdaftar pada
dua organisasi advokat, yaitu organisasi tingkat lokal serta

selanjutnya secara otomatis akan terdaftar pada organisasi
tingkat nasional.

<Ay ""“;""-?‘_--‘.—. [T
£ i
|

Apabila dihubungkan dengan korupsi yang merupakan tin-
dak pidana yang tidak pandang bulu, dapat terjadi pada semua
orang dan kapan serta dimana saja. Artinya tidak terlepas potensi
tindak pidana dilakukan oleh advokat atau menjadi saluran untuk
melahirkan korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, yang disayangkan adalah
ketidaktegasan MK dengan tidak menyebutkan organisasi PER-
ADI sebagai Satu-satunya wadah profesi advokat, penulis ber-
pandangan bahwa seharusnya MK melalui putusan tersebut me-
negaskan meskipun dalam tataran praktiknya penulis menyadari
bahwa adanya kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana
dilindungi oleh UUD 1945, maka penulis berpandangan bahwa
perlu adanya perubahan sistem organisasi dengan membentuk
Dewan Kehormatan yang sama, yakni tidak menutup organisa-
si-organisasi advokat yang ada untuk bergabung/bersatu dalam
federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaan-
nya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional. Dengan de-
mikian, organisasi advokat akan tetap bersatu melalui Dewan
Kehormatan Bersama. Di mana advokat tidak bisa pindah organ-
isasi dengan suka-suka ketika melakukan dugaan korupsi untuk
menghindari kode etik. Hal ini karena di balik tugas dan tanggung
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